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Abstrak

Salah satu persoalan serius dalam demokrasi di Indonesia ada pada praktik politik uang dalam pemilihan umum (Pemilu). Dalam banyak hal, praktik politik uang cukup problematik. Praktik politik uang diyakini berlangsung tetapi sulit untuk dibuktikan. Hal ini dapat disebabkan oleh keengganan dari warga negara untuk melaporkan praktik politik uang. Di sisi yang lain, angka partisipasi pemilih di Indonesia dari waktu ke waktu cukup tinggi. Untuk menjawab paradoks tersebut, tulisan ini mencoba mengelaborasi ketertarikan warga negara untuk berpartisipasi dalam pemilu dengan kesadaran akan politik uang. Pertanyaan yang hendak dijawab yakni sejauh mana partisipasi memilih berpengaruh terhadap kesadaran politik uang? Untuk menjawab pertanyaan tersebut, tulisan ini menggunakan data survei Kolasse di Daerah Istimewa Yogyakarta (D.I.Y) pada bulan Desember 2022 serta menggunakan data riset yang dilakukan oleh Research Center for Politics and Government (PolGov) pada pagelaran Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) di Yogyakarta pada bulan Desember 2018. Hasil analisa menunjukkan bahwa semakin seseorang hendak berpartisipasi untuk memilih, maka semakin seseorang tersebut tidak akan melaporkan praktik politik uang. Hal ini menarik, mengingat D.I.Y merupakan salah satu provinsi dengan provinsi dengan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) yang sangat tinggi di antara provinsi. Tingginya angka IPM menunjukkan tingginya kualitas hidup di wilayah tersebut yang diharapkan dapat berpengaruh pula terhadap kualitas demokrasi. Pun demikian dengan telaah kualitatif menunjukkan semakin rendah level pagelaran pemilu di Indonesia, semakin kecil kemungkinan terjadinya politik uang. Kondisi ini juga didukung oleh potensi terbangun dan kuatnya tautan politik antara warga dengan organisasi masyarakat sipil. Tulisan singkat ini diharapkan dapat memberikan kontribusi untuk memantik pembahasan terkait dengan politik uang. Di sisi lain, tulisan ini masih memiliki kekurangan, terutama berkaitan dengan pentingnya untuk melakukan elaborasi terkait dengan operasionalisasi politik uang, kebutuhan pengukuran menggunakan data survei dengan jumlah responden yang besar serta berskala nasional serta penguatan pembuktikan dalam riset celah penggunaan politik uang dalam skala nasional dan regional.

Kata kunci: Partisipasi memilih, Politik uang, Pemilu, Demokrasi
Abstract

One of the serious problems in democracy in Indonesia is the practice of money politics in general elections. In many ways, the practice of money politics is quite problematic. Money politics is believed to take place but is difficult to prove. This situation can be caused by the reluctance of citizens to report money politics practices. On the other hand, voter participation rates in Indonesia from time to time are quite high. In order to answer this paradox, this article tries to elaborate on citizens' interest in participating in elections with an awareness of money politics. The question to be answered is to what extent does voting participation influence awareness of money politics? This article uses Kolasse survey data in the Special Region of Yogyakarta (D.I.Y) in December 2022 and using research data conducted by the Research Center for Politics and Government (PolGov) on the Village Head Election (Pilkades) in Yogyakarta in December 2018. The analysis results show that the more someone wants to participate in voting, the more that person will not report the practice of money politics. This result is interesting, considering that D.I.Y is one of the provinces with a very high Human Development Index (HDI) among provinces. The high HDI figure shows the high quality of life in the region, which is expected to influence the quality of democracy. Likewise, qualitative research shows that the lower the level of election in Indonesia, the smaller the possibility of money politics occurring. This condition is also supported by the potential to build and strengthen political links between citizens and civil society organizations. Hopefully, this short article can contribute to sparking discussion regarding money politics. On the other hand, this paper still has shortcomings, especially regarding the importance of elaborating on the operationalization of money politics, the need for measurements using survey data with a large number of respondents and on a national scale as well as strengthening evidence in research on gaps in the use of money politics on a national and regional scale.
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Pendahuluan

Berbeda dengan sistem politik lainnya, demokrasi merupakan sistem yang menjamin bahwa sirkulasi pergantian elite dapat berjalan dengan damai. Oleh karenanya, salah satu pembeda utama antara sistem demokrasi dan sistem politik lain ada pada pelaksanaan pemilihan umum (Pemilu), mengingat melalui pemilu pergantian elite berlangsung secara damai (Schumpeter, 2013). Persoalannya, pelaksanaan pemilu semata tidaklah cukup, mengingat salah satu hal penting yang perlu diperhatikan ada pada apakah pemilu dilakukan secara jujur dan adil. Pada konteks ini, politik uang telah menjadi persoalan serius dalam pemilu di Indonesia (Aspinall & Sukmajati, 2016). Apabila tidak ditangani secara serius, maka praktik politik uang dalam pemilu dapat merusak integritas pemilu (Norris & Grömping, 2019). 

Berbagai kajian telah banyak dilakukan terkait dengan politik uang, mulai dari pembahasan terkait dengan politik uang dengan penegakan hukum (Nail 2018; Satria 2019; Fitriyah, 2012), dimensi sosial dalam mengatasi politik uang (Cahyadi & Hermawan, 2019), serta aspek politik yang menyelimutinya (Okthariza 2019; Aspinall & Sukmajati, 2016). Telaah-telaah tersebut menunjukkan jika kajian terkait dengan politik uang banyak dieksplorasi dari berbagai sudut pandang. 

Pada praktiknya, politik uang tampak lebih memiliki peran pada tataran pemilu di tingkat lokal, terutama berkaitan dengan pemilihan kepala daerah (Pilkada). Pada pelaksanaan Pilkada tahun 2020, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI mencatat terdapat 262 kasus politik uang yang 197 diantaranya merupakan hasil dari laporan masyarakat (Bawaslu RI, 21/12/2020). Kajian-kajian terkait dengan politik uang banyak membahas pada tingkat lokal, termasuk pemilihan kepala desa (Rahmi & Putra 2022; Rozy et al, 2020; Halili, 2009). Hal yang menarik adalah ketika politik uang bekerja bahkan di tingkat paling dekat sekalipun (pemilihan kepala desa), namun tingkat partisipasi politik warga tetap tinggi. Jumlah partisipasi pemilih pada pemilu presiden tahun 2019 sebesar 81,97 persen (Data Indonesia, 12/12/2022), sedangkan pada Pilkada 2020 sebesar 76,09 persen (KPU, 07/01/2021).

Teorisasi terkait dengan politik uang menunjukkan bahwa politik uang menjadi salah satu penjelas mengapa tingkat partisipasi politik meningkat, hanya saja persoalan utama terkait dengan hal ini adalah pelacakan untuk melihat apakah politik uang akan mempengaruhi partisipasi politik dalam pemilu (Nichter, 2008). Hasil studi di Argentina, di bawah pemerintahan Juan Peron menunjukkan bahwa meski terdapat mobilisasi uang, namun hal tersebut tidak lantas mendorong seseorang untuk menggunakan hak suaranya dalam pemilu (ibid). Dalam hal ini, politik uang tidak mendorong partisipasi politik untuk menggunakan hak suara dalam pemilu. Tulisan ini hendak membawa diskusi pada dimensi yang berbeda, terutama dengan membawa pengaruh dari partisipasi untuk menggunakan hak pilih dalam pemilu dengan kesadaran untuk menolak politik uang.  

Tulisan ini membahas persoalan politik uang melalui telaah data survei yang dilakukan oleh Kolaborasi Sigap Strategis (Kolasse) di Daerah Istimewa Yogyakarta (D.I.Y) pada bulan Desember 2019 dan data kualitatif dalam dari kajian riset Research Center for Politics and Government (PolGov), Universitas Gadjah Mada (UGM) pada bulan Desember 2018. Menelaah data survei di D.I.Y menjadi bahasan yang menarik, mengingat D.I.Y berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik (BPS) merupakan salah satu daerah dengan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) tertinggi kedua setelah DKI Jakarta pada tahun 2022 (Goodstats, 17/11/2023).
 Indikator ini yang menjadi salah satu justifikasi pentingnya melakukan telaah demokrasi di D.I.Y. Terutama mengingat bahwa salah satu tolak ukur pembangunan ada pada pembangunan manusia. Atas dasar inilah, maka kita dapat memberikan justifikasi bahwa kedewasaan demokrasi di D.I.Y telah cukup matang, 

Tidak cukup sampai disitu, telaah atas hasil kajian kualitatif pada level pilkades turut menjadi menarik. Fenomena kasus dalam gelaran kontestas pilkades nyatanya telah memberikan dorongan terhadap terhindarkannya aktivitas-aktivitas politik praktis, salah satunya adalah politik uang. Kajian akademik selama ini seperti yang dilakukan oleh Aspinall & Sukmajati (2016); Aspinall & Berenschot (2019); serta Aspinall & Rohman (2017) menunjukkan bahwa perputaran politik yang akan selalu terjadi dalam level pemilihan nasional dan daerah. Kendati demikian, fenomena pilkades sedikit berbeda mengingat kuatnya unsur kekrabatan dan kuatnya political will dalam membangun jembatan kolaborasi lintas sektor meruntuhkan kontestasi politik praktis di level desa.

Berdasarkan telaah kajian akademik yang ada, 2 (dua) pertanyaan penelitian dalam tulisan singkat ini ialah: Pertama,  sejauh mana partisipasi memilih berpengaruh terhadap kesadaran politik uang?. Berdasarkan hal tersebut, maka hipotesis (H1) yang hendak diuji adalah bahwa terdapat pengaruh positif dari partisipasi memilih terhadap kesadaran terkait politik uang. Dalam bahasa yang berbeda, semakin seseorang sadar untuk menggunakan hak politiknya, maka semakin seseorang sadar untuk tidak menggunakan politik uang. Kedua, bagaimana langkah strategis untuk membentuk kesadaran publik dalam demokrasi elektoral Indonesia terhadap maraknya perputaran politik uang?.

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian campuran dengan perpaduan penelitian kualitatif dan kuantitatif. Dari segi kuantitatif, penelitian ini menggunakan analisa Logistic Regression Model (LPM), yakni sebuah analisa data yang dilakukan dengan kondisi variabel terikat atau variabel dependen dan variabel independen dalam bentuk biner (dummy variable).
 Data yang digunakan dalam tulisan ini merupakan data survei yang dilakukan oleh Kolaborasi Sigap Strategis (Kolasse) pada di D.I.Y pada bulan Desember 2022. Survei dilakukan dari tanggal 8 hingga 18 Desember 2022 dengan jumlah responden sebanyak 500 responden, Margin of Error (MoE) sebesar 4.45 persen dengan tingkat kepercayaan sebesar 95 persen. Wawancara dilakukan secara tatap muka (face to face interview) dengan metode pengacakan yang dilakukan secara bertingkat (multistage random sampling). Adapun pengecekan keabsahan data dilakukan secara acak terhadap 20 persen sampel. 

Untuk menjawab pertanyaan penelitian, maka tulisan ini menggunakan variabel dependen yakni “kesadaran politik uang” yang berasal dari konstruksi pertanyaan “Apabila terdapat politik uang di wilayah Anda, apakah Anda akan melaporkan praktik politik uang tersebut?”,
 sedangkan untuk variabel independen atau variabel penjelas adalah “partisipasi memilih” dengan konstruksi pertanyaan “Apakah Anda mengetahui pemilihan umum serentak untuk memilih Presiden-Wakil Presiden, anggota DPR RI/DPRD, dan Kepala Daerah akan dilakukan di tahun 2024 mendatang?”.
 Dalam uji statistik, variabel kontrol yang dimasukkan dalam regresi adalah tingkat pendapatan, tingkat pendidikan, usia, keaktifan politik (Online), afiliasi partai politik, dan tingkat akses media sosial. Berikut ini model untuk analisa statistik dalam artikel singkat ini.  
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Pada figur 1 dan 2 terlihat bahwa distribusi dari variabel dependen dan variabel independen adalah variabel biner. Untuk variabel dependen (figur 1) terlihat bahwa mayoritas responden lebih banyak untuk tidak melaporkan praktik politik uang dibandingkan responden yang menyatakan melaporkan praktik politik uang. Untuk variabel independen (figur 2) terlihat bahwa mayoritas responden menyatakan akan berpartisipasi pada pemilu mendatang, hal ini berbalikan dengan figur 1. Melalui data deskriptif ini, kita dapat mengetahui bahwa mayoritas responden tidak bersedia untuk melaporkan praktik politik uang. Hal ini berseberangan antara kesadaran akan praktik politik uang dengan perilaku memilih. 
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Tabel 1 menunjukkan deskriptif statistik untuk variabel-variabel yang digunakan pada tulisan ini, berupa variabel dependen yakni “kesadaran politik uang”, variabel independen yakni “perilaku memilih”, serta variabel kontrol seperti tingkat pendapatan, pendidikan, usia, aktivitas politik di media Online, afiliasi partai politik, dan akses pada media Online. Variabel kontrol perlu untuk dimasukkan untuk melihat apakah terdapat pengaruh variabel tersebut dalam model regresi yang dibuat. Variabel demografi seperti tingkat pendapatan, pendidikan, dan usia cukup berpengaruh secara konseptual untuk melihat kesadaran terkait politik uang.
 Hal yang sama berlaku untuk variabel seperti aktivitas politik secara Online, afiliasi partai politik, dan akses media Online.

Tabel 1. Deskriptif Statistik

	Variabel
	Mean
	Median
	Standard Deviation
	Min
	Max

	Kesadaran Politik Uang
	0.17
	0
	0.38
	0
	1

	Perilaku Memilih
	0.84
	1
	0.36
	0
	1

	Tingkat Pendapatan
	2.19
	2
	1.13
	1
	5

	Tingkat Pendidikan
	4.70
	5
	1.23
	1
	8

	Usia 
	2.42
	2
	0.72
	1
	4

	Aktivitas politik (Online)
	1.72
	1
	1.00
	1
	5

	Afiliasi Partai Politik
	1.12
	1
	1.00
	1
	5

	Akses Media Online
	0.46
	0
	0.49
	0
	1


Dalam segi kualitatif, pendalaman akan dilakukan berdasarkan kepada temuan riset tim Research Center for Politics and Government (PolGov), Universitas Gadjah Mada (UGM) yang melakukan kajian riset tentang Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) di Yogyakarta pada bulan Desember 2018. Kajian yang dilakukan oleh PolGov UGM dilakukan dengan membaginya kepada kurang lebih 7 (tujuh) desa
 di Yogyakarta yang akan menyelenggarakan pilkades dengan metode pengambilan data semi-etnografi. Peneliti melakukan live in di perumahan warga pada masa sebelum pilkades dilaksanakan, pada saat pilkades dilaksanakan hingga paska pilkades dilaksanakan. Temuan riset diterjemahkan menjadi 3 (tiga) jenis bentuk laporan, yaitu laporan event (kampanye dan seterusnya); shadowing report (mengikuti keseharian calon kades); dan laporan umum (temuan riset per harinya). Hasil penelusuran yang dilakukan oleh peneliti menunjukkan semakin rendahnya level pemilu dilaksanakan, maka terdapat potensi semakin rendahnya praktik politik uang yang akan dilakukan. 

Pembahasan

Bagian pembahasan terbagi atas 2 (dua) sub bab. Pada sub bab bagian pertama akan mengelaborasi tentang temuan riset yang dilakukan oleh Kolasse pada bulan Desember 2022. Kemudian sub bab bagian kedua akan memuat tentang pengalaman pilkades serentak di Yogyakarta pada tahun 2018 yang menunjukkan unsur-unsur tentang rendahnya praktik politik uang. 

Engagement Publik terhadap Pemilu: Menghilangkan Praktik Politik Uang?

Pada analisa bivariate (figur 3) terlihat bahwa relasi antara partisipasi memilih dan kesadaran terhadap politik uang bersifat negatif. Artinya setiap perubahan pada partisipasi memilih -semakin seseorang hendak memilih dalam pemilu- hal tersebut akan berdampak negatif pada kesadaran terhadap praktik politik uang. Pada bahasa yang berbeda, seseorang akan merasa enggan untuk melaporkan praktik politik uang, apabila semakin aktif untuk terlibat dalam pemilu 2024 mendatang.  


Variasi terhadap analisa bivariate dapat pula terlihat pada kelompok usia (figur 4). Pengaruh terbesar ada pada pemilih pada kategori Gen Z (17 - 25 tahun) dan Boomers (di atas 57 tahun), dimana semakin tinggi keinginan untuk berpartisipasi pada pemilu, semakin rendah kemauan untuk melaporkan praktik politik uang. Adapun generasi Milenial (26 - 41 tahun) dan generasi X (42 - 57 tahun) menunjukkan relasi yang tidak sekuat Generasi Z dan Boomers. Hal ini menarik, mengingat kita dapat menginterpretasikan bahwa peluang terbesar untuk mendorong kesadaran akan politik uang justru berada pada generasi Milenial dan generasi X. Keduanya memiliki relasi negatif yang tidak sekuat generasi Z dan Boomers.

Hasil analisa logistik menunjukkan hal yang sama, bahwa dalam model 1, tingkat partisipasi memilih signifikan secara statistik terhadap kesadaran akan politik uang, namun relasinya negatif. Dalam model 1, setiap kenaikan satu poin pada partisipasi memilih, hal tersebut berpengaruh sebesar -0.115 terhadap kesadaran politik uang. Pada model 2, ketika variabel kontrol dimasukkan ke dalam model, maka angka signifikansi pemilih tidak berubah, yakni setiap perubahan satu poin pada perilaku pemilih, hal tersebut berpengaruh negatif terhadap kesadaran politik uang sebesar -0.119 poin. Dari kedua model tersebut terlihat bahwa partisipasi memilih memiliki pengaruh yang sangat kuat terhadap kesadaran akan politik uang, namun relasinya negatif. 



Untuk melihat seberapa kuat uji statistik yang dilakukan, salah satu cara untuk melihat seberapa kuat model tersebut (robustness check) adalah dengan mengujinya dalam beberapa model. Pada model 3, ketika dimasukkan variabel kontrol berupa aktivitas politik Online, afiliasi partai politik, serta akses media Online. Variabel partisipasi pemilih masih signifikan terhadap kesadaran politik uang, setiap perubahan satu poin pada partisipasi pemilih, akan berpengaruh negatif sebesar -0.017 poin terhadap kesadaran politik uang. Hasil ini menunjukkan bahwa secara umum belajar dari pengalaman di D.I.Y, semakin seseorang aktif untuk berpartisipasi dalam pemilu, maka semakin seseorang tersebut enggan untuk melaporkan praktik politik uang. Hal ini membawa kita pada pertanyaan besar, apakah demokrasi kita dibangun tanpa adanya Demos. 


Dalam demokrasi, salah satu elemen paling penting ada pada warga negara. Apabila warga negara tidak memiliki kesadaran untuk menegakkan praktik demokrasi yang berintegritas, maka partisipasi politik dalam pemilu akan selalu tinggi, namun di sisi yang lain politik uang tetap akan berpengaruh kuat. Dalam konteks ini H0 ditolak, mengingat terdapat relasi antara partisipasi memilih dan kesadaran politik uang, meski relasi tersebut negatif.  

	Tabel 2. Logistic Regression Model

	
	Variabel Dependen (Kesadaran Politik Uang)

	
	(1)
	(2)
	(3)

	Partisipasi Memilih
	-0.115**
	-0.119**
	-0.107**

	
	(0.048)
	(0.049)
	(0.054)

	Tingkat Pendapatan
	
	-0.012
	-0.012

	
	
	(0.017)
	(0.018)

	Tingkat Pendidikan
	
	0.020
	0.027

	
	
	(0.015)
	(0.017)

	Usia
	
	0.005
	0.0003

	
	
	(0.024)
	(0.026)

	Aktivitas Politik (Online)
	
	
	0.008

	
	
	
	(0.018)

	Afiliasi Partai Politik
	
	
	0.207

	
	
	
	(0.130)

	Akses Media Online
	
	
	-0.117

	
	
	
	(0.131)

	Constant
	0.274***
	0.197*
	0.107

	
	(0.044)
	(0.105)
	(0.116)

	Observations
	488
	488
	433

	Log Likelihood
	-219.722
	-218.821
	-194.123

	Akaike Inf. Crit.  
	443.444
	447.642
	404.245

	Note:
	*p<0.1; **p<0.05; ***p<0.01


Praktik Politik Uang: Level Pemilihan Umum

Terlepas dari ketegangan pemilihan presiden (pilpres) dan pemilihan legislatif (pileg) yang acapkali mengundang perhatian, perhatian atas hiruk pikuk yang terjadi pada level pilkades kerap lepas dari pandangan ahli. Keengganan untuk membaca fenomena pilkades mendorong telaah atas skeptisme publik terhadap proses pemilu di republik ini. Padahal isu tentang pilkades memiliki beberapa keunikan tersendiri. Pertama, semenjak diberlakukannya undang-undang (UU) desa. Salah satu poin utama dalam penetapan UU Desa ialah limpahan dana desa kepada desa sebesar kurang lebih 1 milliar untuk dikelola secara mandiri. Apabila dibaca dalam konteks elektoral, pemberlakuan UU tersebut telah membuat jabatan kepala desa semakin menarik karena keleluasaannya untuk mendorong pembangunan desa. Posisi strategis ini membuat kontestasi di pilkades diprediksikan akan bersaing ketat.

Kedua, jabatan kepala desa sangat kental kaitannya untuk mengawali karir politik kepada jenjang lebih tinggi. Sebagai contoh, petahana di desa Dlingo, Kabupaten Bantul, tidak mengajukan diri kembali menjadi calon kepala desa (Imawan, AP., & Haryanto, 2019). Petahana mengambil langkah untuk perebutan kursi anggota dewan di tahun 2019 disebabkan oleh kepercayaan diri beliau bahwa kepemimpinannya semasa di pemerintahan desa menjadi modal kuat untuk mendulang suara dalam tataran pileg. Didasarkan dua faktor tersebut, kontestasi pilkades diprediksi tidak akan luput akan politik uang dalam menghantarkan ambisi kandidat untuk menjadi kepala desa.

Hasil telaah riset yang dilakukan menemukan bahwa gelaran pilkades di desa Dlingo, kabupaten Bantul justru berkata sebaliknya. Sejak awal pilkada hingga berakhirnya pilkades, konflik antar kandidat, bahkan politik uang tidak banyak terjadi di masyarakat. Kalaupun terjadi konflik, konflik tersebut berskala sangat kecil, seperti pendukung calon yang kalah adu mulut dengan pendukung pemenang, menggunakan ungkapan seperti “menang demi uang” dan sebagainya. Kasus unik ini mematahkan beberapa klaim bahwa setiap pemilu memerlukan politik uang agar bisa menang.

Pertanyaan selanjutnya adalah mengapa politik uang tidak terjadi? Hal ini disebabkan setidaknya oleh dua faktor yang menjelaskan. Faktor pertama, kinerja petahana dalam membangun kultur nir politik uang. Artinya terdapat political will yang kuat untuk memangkas mata rantai politik uang.  Selama menjabat sebagai kepala desa, petahana berkolaborasi dengan berbagai organisasi masyarakat sipil untuk melaksanakan program-program yang berkontribusi terhadap pengembangan sumber daya manusia (SDM) desa. Salah satu yang sangat berpengaruh adalah pendidikan politik mengenai pemilu yang diselenggarakan oleh Institute for Research and Impact (IRE). Pengakuan dari aparat desa Dlingo mencatat bahwa pelatihan politik uang di kalangan masyarakat secara signifikan mengubah pandangan masyarakat (Imawan, A.P. dan Haryanto, 2019).

Kondisi serupa terjadi di desa Panggungharjo, Bantul, Yogyakarta. Political will yang kuat telah menghantarkan kepada kecerdasan publik dalam proses-proses elektoral (Bayo, L.N., & Santoso, P., 2019). Situasi ini berbeda dengan level nasional. Political will dari masa pemimpin ke pemimpin lainnya tidak pernah terjadi. Fenomena politik uang hanya 'dianggap' sebagai fenomena yang sulit diminimalisir pun persepsi utama bahwa politik uang mengantarkan kepada kursi kekuasaan selalu terbenam dalam benak peserta pemilu.

Faktor kedua, mengedepankan politik programatik dibandingkan dengan politik praktis (Imawan, A.P., & Haryanto, 2019). Kuatnya political will yang dibawa oleh petahana menghasilkan kesepakatan diantara dua kandidat kepala desa Dlingo dalam melakukan kampanye. Strategi yang digunakan mengarah kepada hal yang sama yaitu pendekatan dari hati ke hati dengan masyarakat. Dua kandidat akan berbicara dari satu warga kepada warga yang lain untuk meminta dukungan dan doa restu untuk menjadi kepala desa. Keduanya pun mengaku tidak jarang masyarakat meminta imbalan berupa uang atau barang sebagai balasannya. Semuanya dapat dihalau dengan memberikan edukasi kepada masyarakat tentang sisi negatif politik uang.

Tren kebudayaan untuk transfer of knowledge diantara petahana kepada calon berikutnya berjalan sukses. Kesuksesan ini tidak terlepas kepada cakupan kontestasi yang lebih kecil dibandingkan dengan pemilu di level nasional dan regional. Unsur kekrabatan/modal sosial yang masih kuat, menjadi dorongan atas terjadinya kontestasi pemilu dengan landasan politik programatik. Situasi ini berbeda dengan cakupan pada level nasional ataupun regional. Kecenderungan yang muncul ialah lemahnya ikatan sosial diantara warga yang sulit disatukan. Watak heterogenitas publik membuat adanya kesulitan untuk membangun transfer of knowledge dalam budaya politik programatik.

Berkaca dengan pengalaman dari pilkades desa Dlingo, Kabupaten Bantul, kita dapat mempelajari tentang menghalau kecenderungan dalam setiap pemilihan dengan menggunakan politik uang. Perihal pertama, mengaktifkan peranan organisasi masyarakat sipil berkaitan dengan edukasi politik elektoral yang saat ini masih minim dilakukan. Perihal kedua, edukasi seorang kandidat tentang sisi negatif politik uang. Selain kasus dalam pilkades Dlingo, pengalaman pilkades desa Panggungharjo, kabupaten Bantul menunjukkan hal serupa dimana petahana bernama Wahyudi Anggoro Hadi mengedukasi masyarakat tentang sisi negatif politik uang (Purwo, S., Bayoe, L.N., Rismayanti, A.A.I.T., 2018). Dengan kata lain, peredaman tentang politik uang bukanlah hal mustahil untuk dilakukan dalam gelaran pemilu. 

Kesimpulan

Hasil uji statistik dengan data set survei di D.I.Y menunjukkan bahwa semakin seseorang terlibat aktif dalam politik -dalam konteks ini menggunakan hak suaranya dalam pemilu- maka semakin seseorang tersebut enggan untuk proaktif melaporkan praktik politik uang. Hasil ini menarik, mengingat temuan empiris ini turut memperkuat temuan-temuan lain dalam diskursus terkait dengan politik uang, terutama dalam kajian-kajian kualitatif. Meski demikian, terdapat peluang bawah terdapat variabel yang belum dimasukkan ke dalam model statistik (omitted variable bias). Hal ini dapat disebabkan oleh beragam hal, dalam konteks analisa tulisan ini, yakni dipengaruhi oleh ketersediaan data set, serta dibutuhkannya konstruksi pertanyaan yang lebih mendalam untuk telaah empiris lainnya. Di tengah keterbatasan penggalian data, tulisan ini hendak memantik diskusi lebih mendalam terkait dengan tema politik uang, terutama berkaitan dengan temuan-temuan empiris terkait kajian tersebut.

Sedangkan dalam dimensi kualitatif, pengalaman atas kontestasi pilakdes di Yogyakarta teleh memberikan bukti penting bahwa mainstream dalam setiap pemilihan dengan menggunakan politik uang tidak selamanya terjadi pada level pilkades. Pertama, kuatnya political will dan kolaborasi antar sektor dengan aktivitas peranan organisasi masyarakat sipil menjadi variabel pertama dalam menghalau politik uang. Kedua, transfer of knowledge dari petahana kepada kandidat yang berkontestasi telah mendorong nihilnya praktik politik uang. Ikatan sosial yang kuat dalam level desa, kontestasi yang cenderung lebih dapat dikondusifkan serta homogenitas penduduk menjadi beberapa variabel yang mendorong terhadap hilangnya praktik-praktik politik uang. Selain kasus dalam pilkades Dlingo, pengalaman pilkades desa Panggungharjo, kabupaten Bantul menunjukkan hal serupa dimana petahana bernama Wahyudi Anggoro Hadi mengedukasi masyarakat tentang sisi negatif politik. Dengan kata lain, peredaman tentang politik uang bukanlah hal mustahil untuk dilakukan dalam gelaran pemilu. 


Berdasarkan temuan dalam elaborasi singkat dalam tulisan ini. Salah satu hal yang paling mendesak untuk mengatasi persoalan politik uang, barangkali ada pada mekanisme pelaporan praktik politik uang. Masyarakat tampak bersemangat dalam menggunakan hak politiknya, yang dalam hal ini merupakan hal yang baik. Hanya saja perlu dilihat lebih lanjut, mengapa masyarakat enggan untuk terlibat aktif dalam melaporkan praktik politik uang. Dugaan kami, hal ini disebabkan oleh risiko keamanan pelapor atau kesulitan dalam melakukan pelaporan. Tentu saja, dugaan ini perlu untuk didukung oleh temuan empiris yang dapat dipertanggungjawabkan. 

Limitasi Studi

Telah diungkapkan, bahwa penelitian ini memiliki keterbatasan, terutama berkaitan dengan konsep yang lebih kaya dan mendalam terkait dengan partisipasi pemilih dan kesadaran untuk warga negara untuk mengatasi persoalan politik uang. Model ini perlu untuk diuji dengan data set yang lain, dikritik, serta dilakukan telaah dengan metode yang berbeda untuk dapat melihat apakah terdapat faktor-faktor lain yang berpengaruh. Terlepas dari kekurangan yang ada, tujuan paling utama dari tulisan ini adalah untuk mematik diskusi lebih dalam mengenai politik uang di pemilu di Indonesia. 
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Figur 1. Kesadaran Politik Uang





Figur 2. Perilaku memilih





Figur 3. Analisa Bivariate





Figur 4. Analisa Bivariate Kategori Usia








� Pada kajian pembangunan, terutama kajian yang menekankan pada pengaruh dari modernitas, semakin kuat fondasi ekonomi sebuah negara kunci utama dari pembangunan (Rostow, 1990). Adapun pada perkembangannya, terdapat pengukuran pembangunan yang mendasarkan pada kemajuan dan kebebasan manusia yang kelak menjadi acuan pengukuran Human Development Index (HDI). Pengukuran tersebut disusun oleh Amartya Sen. Argumen utama dari Amartya Sen adalah bahwa salah satu syarat utama dari pembangunan adalah kebebasan (Sen, 2000).


� Salah satu kelebihan dari model logistik (logit) adalah model ini memungkinkan untuk melihat pengaruh dari dua variabel dan melakukan prediksi, namun dengan menjadikan variabel menjadi biner, hal ini menghilangkan variasi yang terdapat dalam pertanyaan. 


� Pada pertanyaan ini, opsi kami kode untuk menjadi variabel biner, yakni 0 untuk tidak melaporkan tindakan politik uang dan 1 untuk melaporkan tindakan politik uang. Adapun opsi jawaban untuk pertanyaan ini antara lain (1) Tidak akan melaporkan, bukan urusan saya, (2) Tidak akan melaporkan, sedikit takut, (3) Ya, melaporkan tetapi bersama-sama warga lain, (4) Ya, melaporkan namun sedikit takut, (5) Ya, akan melaporkan, dan (6) Menolak menjawab [Dilarang dibacakan]. Untuk opsi 6 kami buat menjadi missing values.


� Pada pertanyaan ini, opsi kami kode untuk menjadi variabel biner, yakni 0 untuk tidak berpartisipasi pada pemilu dan 1 untuk berpartisipasi pada pemilu. Adapun opsi jawaban untuk pertanyaan ini antara lain (1) Ya, tahu dan akan ikut berpartisipasi, (2) Ya tahu, namun belum memutuskan apakah akan ikut berpartisipasi atau tidak, (3) Ya tahu, namun tidak akan berpartisipasi, (4) Tidak tahu, namun akan ikut berpartisipasi, (5) Tidak tahu, dan belum memutuskan apakah ikut berpartisipasi atau tidak, (6) Tidak tahu dan tidak akan ikut berpartisipasi. Untuk opsi 6 kami ubah menjadi missing values. 


� Variabel demografi menjadi variabel penting untuk dimasukkan ke dalam model, mengingat partisipasi untuk memilih maupun kesadaran politik uang sangat mungkin dipengaruhi oleh tingkat pendapatan, tingkat pendidikan, maupun usia. Apabila seseorang memiliki tingkat pendidikan yang lebih tinggi, maka sangat dimungkinkan akan berpengaruh terhadap kedua hal tersebut. 


� Aktivitas politik Online, afiliasi pada partai politik, dan akses media Online menjadi faktor yang penting mengingat ketiga variabel ini berkaitan dengan seberapa kuat aktivisme politik. Dalam konteks ini, apabila seseorang memiliki aktivisme politik yang kuat, dimungkinkan bahwa seseorang tersebut akan memiliki kesadaran politik uang serta memiliki keinginan untuk aktif berpartisipasi dalam politik. 


� Tujuh desa yang terpilih diantaranya: 1) Desa Panggungharjo, Bantul, Yogyakarta; 2) Desa Ngestiharjo, Yogyakarta; 3) Desa Baleharjo, Yogyakarta; 4) Temon, Kulon Progo, Yogyakarat; 5) Dlingo, Bantul, Yogyakarta; 6) Mekarsari, Yogyakarta; 7) Klangor, Kulon Progo, Yogyakarta. Dari hasil penelusuran data ini menghasilkan seri khusus pada jurnal Power, Conflict and Democracy (PCD) yang diterbitkan pada tahun 2019. Lebih jauh dapat melihat kepada tautan link berikut: �HYPERLINK "https://jurnal.ugm.ac.id/pcd/issue/view/4015"��https://jurnal.ugm.ac.id/pcd/issue/view/4015� 








